
BUPATI BARITO TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas 

administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, 

b. bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Barito Timur sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan 

dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, 

sehingga perlu diganti: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung 

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4180), 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 



-. 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 

6856): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 969): 

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

758): 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 

TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Barito Timur. 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

-3 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Barito Timur. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Barito Timur. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 

penandatanganan, dan pengendalian. yang digunakan 

dalam komunikasi kedinasan. 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik 

adalah informasi yang direkam dalam media elektronik 

sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau 

diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 

disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Timur. 

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya 

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yang 

selanjutnya disebut Petugas Penunjang Kegiatan adalah 

seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan 

diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan kantor/lapangan dengan proses 

pengadaan melalui Penyedia Jasa Lainnya Orang 

Perorangan. macem 
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BAB II 
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 
Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Naskah Dinasarahan: 

b. Naskah Dinas korespondensi: dan 
Cc. Naskah Dinas khusus. 

Bagian Kedua 

Naskah Dinas Arahan 

Pasal 3 
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan, 

b. Naskah Dinas penetapan, dan 
c. Naskah Dinas penugasan. 

Pasal 4 

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a terdiri atas: 

a. Perda, 

b. Peraturan Bupati: dan 

Cc. Peraturan DPRD. 

Pasal 5 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b terdiri atas: 

Keputusan Bupati: 

Keputusan DPRD: 

Keputusan Pimpinan DPRD), dan 

Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 2
9
9
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Pasal 6 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c terdiri atas: 

a. surat perintah, 

b. surat tugas, dan 

C. surat perjalanan dinas. 

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi. 

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk 
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan 
perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai 
tidak tetap, dan pihak lain. 

Pasal 8 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 9 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, terdiri atas: 

a. 
b. 

korespondensi internal: dan 

korespondensi eksternal. 

Pasal 10 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

nota dinas, 

memo: dan 

disposisi. 

Pasal 11 
Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat 

atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan 

kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah. 
Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan 

suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau 

pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya. 

Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada 

bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap 

Naskah Dinas masuk. 

Pasal 12 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat 

dinas. 
Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Naskah Dinas Khusus 

Pasal 14 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c, terdiri atas: Nee ad 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

instruksi, 
surat edaran: 

surat kuasa, 

berita acara: 

surat keterangan: 

surat pengantar, 

pengumuman: 

laporan, 

telaahan staf: 
notula, 

surat undangan, 
surat pernyataan melaksanakan tugas, 

surat panggilan, 

surat izin, 

lembaran daerah: 

berita daerah: 

rekomendasi: 

radiogram: 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 

sertifikat: 

piagam, dan 

surat perjanjian. 

Pasal 15 

Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk 

cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak. 

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas 
namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam 

rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan. 

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan 

tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak. 
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk 
kepentingan kedinasan/tertentu. 

Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf f berisi informasi yang digunakan untuk 

menyampaikan barang atau naskah. 
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat 

yang berwenang. 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h 

berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau 

kejadian tertentu. 

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufi 

berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara 

sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu 

penjelasan dari bawahan kepada atasan. 
Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j 

merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat. 

MANA Eau AT Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

95 



(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(1) 

(2) 

huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik 

dlingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal 
yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara 
kedinasan. 

Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf I berisi pernyataan dari 

pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah 
melaksanakan tugas. 

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang 

kepada pegawai untuk menghadap. 

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n 

berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang 

dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk 
mengundangkan Perda. 

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 

p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk 

mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
g merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan 

dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk 

dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio 

naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi 

hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi 

elektronik. 
Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas 

sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah 

lulus/mengikuti pendidikandan pelatihan tertentu. 
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t 

merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda 

bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, 

antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, 

workshop, seminar, dan yang sejenis. 

Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u 
merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan 

atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah 

diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari 

pejabat berwenang. 

Pasal 16 

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang 

mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk 
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang 
disepakati bersama. 
Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 17 

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB Il 
PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: 

a. media rekam kertas: atau 

b. media rekam elektronik. 

Pasal 19 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak 

menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. 

Pasal 20 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan: 
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, atau 
b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 21 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 berisi unsur: 

a. kop: 
b. penomoran: 

C. penggunaan kertas, 

d. penggunaan tinta, 

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung: 

f. penentuan batas atau ruang tepi, 

g. nomor halaman, 

h. tembusan: 

i. lampiran: 

k- paraf, tanda tangan, dan stempel: 

k. amplop dan map: dan 

l. Naskah Dinas bahasa asing. 

Bagian Kedua 

Kop 

Pasal 22 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: 

a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati: dan 

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Pasal 23 

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Bupati... 2 mamammsa 
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(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati. 

Pasal 24 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati. 

Pasal 25 
Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Penomoran 

Pasal 26 

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasal 27 

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan 

dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas 

khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), 

ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) 

gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. 

Pasal 29 

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 

pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan 
dengan memperhatikan ketahanan kertas. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Tinta 

Pasal 30 

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai 

berikut : 
a. Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna 

hitam, 
b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan 

paraf berwarna biru tua, 
C. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, 

berwarna ungu, dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas 
bersifat rahasia, berwarna merah. AH Aan Sapa 
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(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan 

tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment 
durabrite. 

Bagian Keenam 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 31 

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan 

huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas 

pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek 

keserasian dan estetika. 

Pasal 32 

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua 

belas). 

(2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi 

dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 

(dua belas). 

Pasal 33 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 

sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 

berikutnya. 

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditulis pada: 

a. akhir setiap halaman, 

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman, dan 

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya. 

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 

Bagian Ketujuh 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 34 

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk 
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas. 

Se
an
 

si
an
g 

: 
1 



(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

A1 

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan 

Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) 
spasi dibawah kop, dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 

(dua) cm dari tepi atas kertas. 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) 

cm dari tepi bawah kertas: 

C. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri 
kertas: dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi 

kanan kertas. 

Bagian Kedelapan 

Nomor Halaman 

Pasal 35 

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka 
arab/biasa. 

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas 

khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara 

simetris. 

Bagian Kesembilan 

Tembusan 

Pasal 36 

Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 

h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak 

yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang 

mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang 

diatasnamakan. 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 

tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan 

Sekretaris Daerah. 
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 

tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak 
memerlukan tembusan. 

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan 

diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, 

serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, 

arsip, atau istilah sejenis. 



(1) 

(2) 

#1 

Bagian Kesepuluh 
Lampiran 

Pasal 37 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I 
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang 
menandatangani Naskah Dinas. 

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman 

berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1). 

Bagian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasal 38 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(3) 

Pasal 39 

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan 

tanda tangan singkat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, 

dan pengetikan. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. paraf hierarki, dan 

b. paraf koordinasi. 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat 

dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf 

sebelum ditandatangani. 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf. 

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk 

catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum 

dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 
Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa 
surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 

Pasal 40 

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 

(2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan 

yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. 
Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 

asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, 

inspektur, dan direktur rumah sakit umum daerah harus 

diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat 

secara berjenjang. 

Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas 

korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada 

lembar terakhir. 

: 

# 4 



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

@ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

13- 

Pasal 41 

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 

(2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi 

tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing 

unit kerja yang berbentuk matriks. 

Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit 

kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait 

sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada 

lembar terakhir. 

Pasal 42 

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi 
dan verifikasi atas identitas penandatangan serta 

keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. 

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri 

atas: 

a. tanda tangan basah: atau 

b. Tanda Tangan Elektronik. 

Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 43 

Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas 
dengan media rekam kertas. 
Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam elektronik. 

Pasal 44 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 

pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak 

menggunakan gelar. 

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas 
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah 

Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, 
sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 

Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, 

Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai dan pangkat/golongan. 

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati 

tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan 

pangkat/golongan. 

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan 

pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan 

gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan. 

Pasal 45 

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan 
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dan bentuk kode guick response yang disertai nama 
pejabat penandatangan dan nama jabatan: 

Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 
dicetak, 

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat 

melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media 
daring atau media luring, dan 

menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 

penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 

Pasal 46 

Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 
kertas. 

Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik. 

Pasal 47 

Stempel terdiri atas: 

stempel jabatan Bupati, 

stempel Perangkat Daerah: 
stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan 
layanan umum daerah: dan 

stempel pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 48 

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(5) 

(1) 

Bagian Keduabelas 

Amplop dan Map 

Pasal 49 

Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati: dan 

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk 

pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
berbentuk persegi panjang. 

Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian 

Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah 

Daerah. 

Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih. 

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna 

coklat. 

Pasal 50 

Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat 

pengirim dan alamat tujuan. 
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(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama 

jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama 
kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, 

faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah 
atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati. 

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, 

nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat 

yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan 

nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, 

dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop 

Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat 

Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan 

nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan 

huruf Arial. 

Pasal 51 

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri 

atas: 

a. map Naskah Dinas jabatan: dan 
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan 

tiap Pemerintah Daerah. | 

Pasal 52 

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. map Naskah Dinas Bupati: dan 
b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 

(2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas 

dan tulisan Bupati menggunakan huruf Arial dengan 

ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah 
atas secara simetris. 

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas 

kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Bagian Ketigabelas 

Naskah Dinas Bahasa Asing 

Pasal 53 

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan 

mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati ini. 
(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam 

bahasa asing. 

Peranan DAA Pra al LN 1 

ag
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BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 54 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 

a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses 
Naskah Dinas, 

b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan 

klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan 

akses: dan 

2. pemberian nomor seri pengaman atau security 

printing. 

Pasal 55 

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam 

elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat 
fitur pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 56 

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri 
atas: 

a. sangat rahasia, 
b. rahasia, 

Cc. terbatas: dan 

d. biasa/terbuka. 

Pasal 57 

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi 

Naskah Dinas 

Pasal 58 

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan 

kepada pihak yang berwenang. 

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 

biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait. 

Pasal 59 

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada 

sebelah kiri atas Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 

keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan 

amplop rangkap dua. 

Pasal 60 
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki 

klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 

dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

PENA MAKS MAA LN AM ERA DR NAN NA RENT 
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Pasal 61 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan 

menggunakan tinta warna merah, 

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan 

menggunakan tinta warna merah, 

c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam, dan 

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan 
menggunakan tinta hitam. 

Pasal 62 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau 

security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf 

b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan 
keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas. 

| Pasal 63 
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau 
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 64 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada 
seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas 

sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 
(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati 

berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat 

sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah 

Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 65 

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan 

kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada 

pejabat di bawahnya. 

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 66 
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 

a. pengendalian Naskah Dinas masuk, dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 67 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai 
berikut: 

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang 

diterima dengan cara mengagendakan, 
mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan 

mendistribusikan ke unit pengelola. 

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi 

Naskah Dinas dan arahan pimpinan: dan 

C. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

Pasal 68 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 
a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan 
stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit 

kerja: dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses 
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi 
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui 

Sekretariat Daerah. 

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat 

menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. 

diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah 
nama jabatan yang dituju. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 69 

Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang tatalaksana 

dan Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang kearsipan 
Daerah, sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah. ma asam 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 70 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 71 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur. 

Ditetapkan di Tamiang Layang 

Pada tanggal 22 Tanvan ” 2024. 

Pj. Bupati Barito Timur, 

Indra Gunawan 

Di undangkan di Tamiang Layang 
Pada tanggal 2 Janvan' 2024. 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten B 

Pa an Moetar 

Pa ai 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 
NOMOR A4 TAHUN 2024 
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BARITO TIMUR 

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, 
PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN 

KEWENANGAN NASKAH DINAS 

Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 

A. Naskah Dinas Penugasan 
1. Surat Perintah 

BUPATI BARITO TIMUR 

SURAT PERINTAH 

NOMOR. “co. ian nana 

Menimbang 1 abal en ana enggan maa : 

D.  DONWA Li. mamang asas en ksanasna nenas ka : 

Dasar SU epoveg ne nnmerun menareamen ne MANA AN LI ARARNNT MTULTASS sn Sent g 

Dg GRO SnEN athaonenesa mesen semena ena AA EU : 

Kepada 5 Ik tewieemaennaae nee masa ai EEN NN SAS $ 

AN Dan AS AA PAP PA ANE : 

an Naa NAN N na Aa Gn Ea NA AAA Pa : 

Untuk 1 bo aan MU NE ANA AE TA Uma sa Anne mem Wise ' 

Da nenen eren ESA Ne HNS Ea ' 

AS TAN an NN Se Te an DD ALAN : 

4. dan seterusnya. 

Nama Tempat, Tanggal ................ ' 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



Surat Tugas 

Dasar 

Kepada i 

BUPATI BARITO TIMUR 

SURAT TUGAS 
PENA ama 

Nama Naaah mam BA Tah 

NIP 

Nama H enewneneeemee aa ah MEN eMU anna BINA MBEN GANEKANNA DNAN 

pangkat/ Gol 

NIP 8 eneteeasesaneeananaanamen nas ananneon Ke nnan sena a annnna 

Jabatan 

cocowoconocosoonesoerananonnoneeonaneranasenannesonannunaa 

senoonevenenenneneneresonaganesovocorenesoresasoosanana son nenagunaesaganunaruna Kanaan 

Nama Tempati, tanggal ........ , 

Bupati Barito Timur, 

Nama 

Menata un 



3. Surat Perjalanan Dinas 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Lembar Ke : oo Wo WWW... 

Kode No. BO gnaaam nan sana namanmamanvamua 

Nomor Do nnnnnnnnann nana anna anna aaaaa 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

Pejabat Pembuat Komitmen 

2 | Nama/NIP Pegawai yang 

melaksanakan perjalanan dinas 

3 |a. Pangkat dan Golongan a. 

b. Jabatan/Instansi b. 

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c. 

4 | Maksud Perjalanan Dinas 

5 | Alat angkut yang dipergunakan 

O ja. Tempai berangkai a. 

b. Tempat Tujuan b. 

7 |a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 

b. Tanggal berangkat b. 

c. Tanggal harus kembali/tibadi |c. 

tempat baru ") 

8. | Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 

: 
3. 
4. 
3 

9 | Pembebasan Anggaran 

a. Tnsiansi a. 

b. Akun b. 

10 | Keterangan lain-lain 

“coret yang tidak perlu 

Dikeluarkan di 4 pmr onewsmsees na sa 
Tanggal oo ena samaan naa 

n
a
r
a
.
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33 
Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan): seroococooc#WWo 

Ke 5. naas 
Pada Tanggal”? erennnnnnnannaaaaan 

Kepala 

(nnnnnanammkama ) 
NIP 

Il. Tibadi oo OH menewneewn Berangkat dari? sancckccknaknaaaaan 
PadaTanggal ————— : serccannnnnnnaaaaan Ke oh aman 

Pada Tanggal”: nencooom 

Kepala Kepala 

(ben nnnnnnanaka (ennnnnnanmnanaa ) 
NIP NIP 

IL. (Tbadi 3 senssvetvesesnansnawa Berangkat dari ! own 
PadaTanggal ———— :— meeecoooconanaa Ke Do somimesgeawa 

Pada Tanggal”? ennanennanaannaaa 

Kepala Kepala 

Bela Kowe an ) 
NIP NIP 

IV. Tiba di Berangkat dari 
PadaTanggal Ke 

Pada Tanggal 

Kepala Kepala 

(onnnnaanmnaaanaan (onnnnammama ) 
NIP NIP 

V. Tibakembali di Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan 

Pada Tanggal tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan 
semata — mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya. 

Kepala 

(onnnnnnannananaan 
NIP 

VIII. CATATAN LAIN-LAIN 

IX. PERHATIAN : 
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan 
tanggal berangkat / tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. 

Pejabat Pembuat Komitmen, 



B. Naskah Dinas Korenpondensi Internal 

1. Nota Dinas 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

NOTA DINAS 

Tn “ee ane ek AA 

Dad OX memo ameneeesAAS EA KAN KUN asn 

Tembusan. 1 soooooocoomocooooccooowesueren NeNane Noh EN NN an KAMERA SAR oa 

Pe “ara aa ama NN Ek Maak 

Momot aan aa amana ammama Bmenan 

BA “aa aa aa MAAN NAN 

La TEMAN 

Ea ara em kapan 

Nama Jabatan, 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

e
s
a
 

pameran an asn An saba 



2. Memo 

BUPATI BARITO TIMUR 

MEMO 

Yth. DO naaanaaana nana Naa aan Naa NN Nana Naa Naa Naa NN EN NN NN NN NN Namun 

Hal AN Na San NN San Ann EKA An TA NA AA AS NN AN AAN SIA NAN 

s0ocoomonecocorecenunananerorengenanesennaansananaaaaseseasenenaruaneuuuneraneneusenuseKunaananansenunenonagananganasanan 

s0..oococoooococooooococococorarsansusuanuanaanansanausanunn sena uaenunnganan ana aanaanananunanaann nanas nasunanaauu sunan anananann 

...ocoooco.cco.orrcccc#c#cccccaranasusssusuanunnann 

s0ooroceonxacunuuananan nan anaanan ana eanananaana nanas aKann sauna naanan ana auansa ana Kanan nan nana naunanasannarunanananan 

sono ocooocococoo.co.cocococoooocooooc#@cacaKananuannanasanunasanaan nan nan aananaunananaaeananananenan asas aana nana 

s.oorcccocamocococoananuunsanannanuasansanan ena sasunsesanar naa nun san nan sana an sanaaa asa nana aan nasa nu asasnun aan uunana an 

senesvanunaeuasnesuunasanesaenausanusasanunasunuassauannanunan suasa nan sa sanaananan ana anasanana uan ana asanunananannaananaannaaana 

soo oococcoco. 

s0cencenanananaeneranaanasenaseasenanasannanerasesasresesenoreneeaenaanasuserasusaasanaaaanaannaaaasenKangaananuannaaaa 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Barito Timur, 



3. Disposisi 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari : Diterima Tgl : 
No. Agenda 

No. Surat : Sifat : 
Tgl. Surat : CJ Sangat Segera CL) Segera ( JRahasia 

Hal 

Diteruskan kepada Sdr. : 

secocococcococoooo..ccooocooo(ocorKarusssusssuussaan 

sococeoococonececosececevaseruneaasansanacesusaaKa 

seocecasococococ.occocoococoocoocac.. 

Dengan hormat harap : 

L1 Tanggapan dan Saran 

C1 Proses lebih lanjut 

LI Koordinasi / Konfirmasi 

.....ooocoor. 

c.co..ocr..r«. 

Catatan : 

Nama J abatan, 

(Paraf dan tanggal) 

Nama 

LUNA ENNREARE PENS A 

| 
Miebnrutdaanyana at 

KABAG MURUN | 
Me 

Li Go
ne
 



C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 
Surat Dinas 
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati 

BUPATI BARITO TIMUR 

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun 

Nomor : 

Sifat : 

Lampiran 

Hal 

onccocowowoc.coccococo.. socococecoeco. 

s.cocmo.. @nacocococovenenan0se0ooocococccoK.c. 

di 

sococococococncoooococ.o. sococococooceceonocoonane 

...ccooc.oc.. pec0cocococenununasunussaana soceco00cococococococococococoooocococo.ococococ.. .....r. 

tennoonennonaooonenereeosororenesonosavanenanenaaa sococoorcr.r.c. senovenono0noe00e0nssconoooocococooco& ..ocooc.c.. 

..... snooocenennennenengenannoeneenenananananasovanennnnnnesosecesanauanasesssenenenanannn sawo ravusaeananasenaanana 

so0cccocccocco@c@c#ocococ#cc#o(c#ococooococococcocc#"K. ... secccocoorooococrcacssusauan ...coo...rr. ..c..oor... 

sococomewo4ocencean s.corcrococoocococoocooocooocranangunsanuanasanunasaseresanannanasaunesananasenasaaana 

soc0cococoorococcoc. sec0cc0cowoocoococococuca penooonene000conocococococ&. sccoc.oocoococ. ......... ..co.c.oc.. 

secococococos0nccc#0c.coc. s.cococoococrcrcasasassasanan s.cococroorcococ.o. ...... sonocococecanenanaceneee .... 

...occoconcocococcccocom.co(com.ccoacarasanan sunan ssenann nana ganunaenananaunaaunan ...coocoococococoroo.coo.... ..... 

.....u.. snncoconcocococococoococcocooocoo oo oo oo oom casasangann 

s..cocomorooor.cococomocomcoor. ..ccomonananangsannaanganananasnananconnnanaanannsaoeneunnanaaana nana sean annanannn 

..c.oc.ooococcu. s.cowococ.ococwr. 

Bupati Barito Timur, 

Nama 

Jalan Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73611 
Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id, 

Pos-el: setda@baritotimurkab.go.id 

et A AN 

| 1 i 
M1 

| E sa : Imran MAAN AKAN 



Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

socococooooooo0senennnnganenonesapoonanesonesacenanaa 

socococooooooocococococooocooooococoooococroocoocoracan 

socococonuecenuunnsssasusasusansesasonossanasasunannananuaesasaasurusunanananasaraungasanunasasaKungananan 

senccocococaoecusunusanasansanasasasusasaconuasenesnnunannusanaunansaanan sarana uKanaanananunanananasau asa n aa 

..ocococococoococccocococooKaKwuwsusssusssusussasasasssasanunassausaonasunasannaanesusanaKaenununanaananuuunusnaaanan an 

sen... nann ka Kanan sa oh 0 eU 00 Ca O0 UU GA 0 a00 UUD Ou u 00000 00 U ah AON Bea U NB a0 0 ND 0.0 000000 0 ana Lau asa un um 

Iarateaaa 00 Dee eD DM MU Bea AON DD A5 GOA BOOM 0 DD 0:0 6 Wa u U Oa 0-00 01000 0 UML NU ON Oi 0 LA Oa aan 0 Maa aa Benang 09 Aoa aa 

Leena asas Uu al Lala eka Maa aa Mau U UU Uas MAU U3 UU uu Ou N UE UN Ora aa Ba Rae U A3 G0 0 Gara RO ak 9 Ba ea julaala 

Sewa na Mean a Aa NUN na0 Mali Kue eU UU aluk Ole Wu DN aa ON MAAN Kana Bai au u 0 aa au B en utGja N Na Aa Aa a Tana 

anna oa oa rae aaa 5 UUS Mean aa aua NN Bi Maa Ula Niana la 0 ajee DU Mia area 0 alan 0 30 0rN OaUaa 9 Oa laa Maa Baen 0 0 Maa aah 

Sia area Elblaa aa MMA UU ABU AON OA UU aa AMAN UN LUNA WNENta aa Gl NcArana aka ULeeatana NAS Ba Ha Buah DB N UNM N Ba ara 

Nama Jabatan, 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 



Naskah Dinas Khusus 

1. Instruksi 

BUPATI BARITO TIMUR 

INSTRUKSI BUPATI BARITO TIMUR 

su.ccococenccrununsenanusanasonaeasannanagaonunosassanenususanaauan 

"nccoococeocoeococoorcoocoooooooocoooooroococooooococoooooooccocrunanuuusanann 

.cc.co.cococcocacunussansananuuuanunanusunsaunasasnaneussanoKanaasanunanaanunanananaunauanasanuunannananaanana 

Kepada : 1. 

AN AN ne Ae MANA 1 TNO AN ai DENUT 

3 Pa NN NA PA Ar AN SAN NA NN SS MN RN la 

Uttak anta eren aat ta MAN a Na 3 aa AAA GEN Aan 

KESATU seo ea ae aeennade Na aa Kas NIA SAN TEA 

KEDUA ..corococorocoorocerunc.c.cco..coocomenunsanasasunsssunsanasanananun suasa aanguaunuuan an 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan Oi... massa 

pada TANGGA soo 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



2. Surat Edaran 

BUPATI BARITO TIMUR 

Ba OK SS NS NN Pa NN 

De DNS 

Oa TEBINAN ETEMMNEMEM MEN aa NE N PNaNAMN 

SURAT EDARAN 

NOMOR ........... TAHUN ra nnnanannananan 

TENTANG 

Ditetapkan di.............k. 

pada tanggal................io ta 

Bupati Barito Timur, 

ANA 
AP 

areva nenas : " 

| 

| , $ 
: 

8 d 
San ia ea ea Ie kene . Ata RON II 



3. Surat Kuasa 

BUPATI BARITO TIMUR 

SURAT KUASA 

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, 

Nama Jabatan, Bupati Barito Timur, 

materai 

Nama Nama 

Pangkat 
NIP 



4. Berita Acara 

BUPATI BARITO TIMUR 

BERITA ACARA 

"....ooneocuncecaenasuounaanan 

mma , bulan ....., tahun ..., kami masing-masing : 

Lnnnenanennananan anna an nana aan naa anna aan aN ana Na Na naaNan yang selanjutnya disebut 

Pihak Pertama (memuat Nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan 

alamat) 

Da LEKAWESAN NN 3 BEMEANNAN LI BENSNRMA HL LAST 0. onar | PP , Selanjutnya disebut Pihak 

Kedua, telah melaksanakan 

noor... seneonoosonaesonasenasecusenusageanannasasanaunananansengannauananausasosasunupunanasanau . 

4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ............ 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dibuat di wooocoocooreswsanesae 2 sman 

Pihak Kedua Pihak Pertama 

Bupati Barito Timur, 

Nam 
Nama 

a 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

Mengetahui/ Mengesahkan 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 



Surat Keterangan 

BUPATI BARITO TIMUR 

SURAT KETERANGAN 

s 
nama oo setan enen one an ea EN ane AAA KANNaa 3 EN Sa sia bara is TES Bi aainalaala nana sinis 

jabatan : Bupati Barito TiMUT..... ea 

dengan ini menerangkan bahwa : 

nama DD KeNneeNeeMM MAN Kamera ka 

NIP ea aa NN OP EMEN N 

pangkat/golargah meses some sma kamar 

jabatan | datnan oren enen ea asem kai aa Kat 

dan seterusnya 

Cecovo0nevoceoovaneoorsosevecevesesasososoosoreocesaneoareonasesunanoooveseranuaaneKunusaconaa 

ccccomoocc.cccrcocesorunsuanaanananasn gass canaanaanaasanuasasusasanaananunananaKassanaanunnaauuan 

secossssananesssensosesasasasasacacenoenasasanasasussesanansasosossagasasasesusansasanaanuasusanasa 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



Surat Pengantar 

ENI Aja KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

an en rename 

di 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR 5 ...woroowooooocrwco. 

No. Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan 

Yang Dikirimkan 

Diterima tanggal ................ 

Penerima Pengirim 

Nama Jabatan , Nama Jabatan, 

Nama Nama 

Pangkat/ Golongan Pangkat/ Golongan 

NIP NIP 

Nomor telepon cecoococavevosane 



7. Pengumuman 

BUPATI BARITO TIMUR 

PENGUMUMAN 

erovevenoeneenaranesnesnsunnenesesesssoorsnsesnasesesaKesuseseenananeonenosangevasasesonnsesoseKanasaneusavanganuuana 

ssccoco00e0osecoveoeesanesanssresenasesocsasenesovoscesenesesonevacesesnosseasesovasoannasasunesunesesasasneaseusanugu 

...cocc.ccanecococococooococcKKrrssssssasassssananasangasaannasananang asa sanansangaananaanganaunsangangaanaana sanam” 

socesnvoneeesewesesosoveresocennesasaresasesosesosanassenusnsnsasnosresesasasosarasonanaeanecanensasesasasoverenususan 

sonec0eneosensnnasonanenesanesesasanasanueunoasasessasransananesanesssusasusannesasananasurasunasanunarsuassanasarana 

0.coecocenesveveneeesananannuaneusansenuaaanasanaseKesanasnnanuanuasananasusen uas oanunarenanunsanansanusanunnsanauaan 

soconoone0nesuvaKsoKeonesanesenasesKoeseanassssaKanaesaneasoransnarangenassonasonusenasaKerenasananasanesaverasovenuua 

seneoeevoneeeesevesananuesunasranuaneresnsereraanoocovesanananeasavanosuraeano 

Dikeluarkan di..................... 

Pada Tanggal ........................ 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



8. Laporan 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

LAPORAN 

TENTANG 

secenanosoosenenesvossecosooonenanececenesorcasoneoonecasoconoceoorecosoKanosasoanana 

A. Pendahuluan 

1. Umum / latar belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan lujuan 

Kegiatan yang dilaksanakan 

Hasil yang dicapai 

Kesimpulan dan Saran 

B 
0 

Oo 
# 

Penutup 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 



9. Telaahan Staf 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Yth. 

TELAAHAN STAF 

...o.cocooooo.cocomcocon.cocoomcorssansassasssaanssaasssauuasangaanaasangnanansaasanganana 

so..ororeracecenenaesanevenunuse0unnevoanenaovangorasenovasunuonoususungunusananununanana 

...oooocor”ococoocaococooococococrconcacrnuussanasusassassusuanansauaapannangangonaanasanana 

secoo0o000cococococcacoconenanunasanesanosonosesovasasoKasasenassonongovononacovaaonnan 

secoecavanesennanengonngaserecesesusenoKocosasacorenasonanogenoracoanagonananangenununaaa 

1 Persoalan 

Il. Praanggapan 

II. Fakta-Fakta yang mempengaruhi 

IV. Analisis 

v, Kesimpulan 

VI. Saran 

Nama Jabatan, 

@ 
1 

a
n
 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 

——— SEE oo 
$ 

Nasa Ng ab 



10. Notula 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

NOTULA 

Sidang/Rapat PMA NAAM an aman aamamsnn 

Hari/Tanggal ea SANA EA SK sena SEA SKR | 

Surat Undangan Ae aa Ea 

Wektu Sidang Kapat ae NE KEPNMEEPETAN KELANA AAA 

Acara Bea am maan 
2. dan seterusnya 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua Aria Ne Na EN N ANN AON NA DENGAN 

Sekretaris Nan BAM ERA An MERK MAA KEK AN hk Kan Kn aa 

Pencatat Ae en Pan Mona Pena ak ai er 

Peserta sidang/rapat- 1 Il soo imocooooomvinecsmen asn 

2. dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat : (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan 

Be ea aman Kana mama ma ana 

Pimpinan Sidang/Rapat 
Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 



1L. Surat Undangan 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nomor NN Nan AN MA An AMA 

Sifat Daan nana ana aan aasanaaaan 

Lampiran? nececeennntaaaanaaaaaaa 

00ococococococoneonnesesnsasevenoevangerenooneoaa 

senooo0cococococoocococococcococococococococanco 

cocococecusesesananeanonarenuasesaanerKasunasasasusenanasasaasesavangaauasusnsasuasaauasuaasaanan 

CenenosoenanennaneaKasenasanenesaKaresasunenaneovoKunsossagonunuuonananasosuvanenusananasasasaKacanuannaa 

hari/tanggal : ...... oo 

waktu 3 aa RN NET BNN NN BAN UNA AU 

socccococorrrssansssssssssssssseasaanssssasesusasasananasasanasasanassaasasacanasasasanasasoeaanaa 

" cccoco.ccoccooccccooocooocccccmassansusssanussanssasssanansssssanssasaunasangsanananganKananasasasanann ana 

..coc.occcoccoccoo(cococrcomaanu 

Nama Jabatan, 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

KABAG HUKUN | KEPALA O 
aa 



12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Po nnnnannannanannanaan nana nana nana nana Nanas anna 

NIP Do kaananaanana nana aan aa aan asa 

Pangkat/ Golongan Tamora emNae ea eMNLNN Oa PEKAN KN PERAN NK KN 

Jabatan Do nnnananannananaananaanan ana N aan n asas sana 

Dengan ini menyatakan Gengan sesungguhnya bahwa : 

Nama T nesanann NE neNanina NN SNN N Una Aa Kak AN Ba UU A KENAAERA Ma BER ONRBA ARI Bian 

NIP KAWANAN NN MEN EBNNRA LI LM NN PMN TTL EMANNAS LAN MAA PA SSS 

Pangkat/Golongan — : oo mann 

Jabatan DS ENNN NN HMPEMANAN 2 NPK 2 SNP KASN NN DNSRN SA TN BEN We AK NUN 

Yarig diangkat berdasarkan Peraturan 0... oo... oo. Nomor 

nmr AA HA Bi BIANA Tah mer s veer TENTANG sacena 010 ewenema na Tanaman 

PERIEUTNG wni 211 arsa 13 0 maan a Haa Bakatna (Ni eka telah nyata menjalankan tugas 

Sebagai ............beeeeaa Ol inii ran wenen ee sn sanuwan amanat nana 

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat 

dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 

negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata 

tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 

menanggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
Nama Jabatan, 

Nama 
7 1 LA. 1 

rangkat/ Golungarl 

NIP 

| Eh 5 pn 
! 2 Na 1) 

aa 



13. Surat Panggilan 

....o.roc. 

BUPATI BARITO TIMUR 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

.ocomcooco.occcocomcocomnunsvasnssasunuaann 

cocococeocococeconoseosasuvasonasancasenaana 

ceco0on0eneoreogenuanenasanasanocenog0aoao 

sococecececoconaneoeosenseorunasoao 

tempat D beneoanenan aan nee PEN en NP nan Ea $ EN EAn aa NSP 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi 

perhatian sepenuhnya. 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



14. Surat Izin 

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati 

BUPATI BARITO TIMUR 

SURAT IZIN 

NOMOR .....cocoo esoroo... 

TENTANG 

sanowaennunanananusasurunauKusunuaKuKunusuusasaKacaKusaaKaKusunuaua 

Dasar Ne on TN Na na 

ANA ta on no Aa An ran In 

MEMBERI IZIN : 

Kepada 

Nama I renetorerya Permanen Keane Be LE Ui HER MAA bi 

Jabatan NA NAN A Te con na NG on 

Alamat AN ena Aan Aa an ae 

Untuk 2 NAN MN AA NI no INN NA DN NE BAE 

Ditetapkan di................ 

pada tanggal........... kn 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



15. Surat Keputusan 

Contoh Format Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati 

BUPATI BARITO TIMUR 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR 

"..ocomcoooccrcumerusanurusunauunasuuuuuuusausausavuKaasuuuasaKuna 

secoonoonones0eonasesessssosossasousasussasssusasssesasanasaenunusua 

Bupati Barito Timur, 

Nama 

Menimbang TA sewa sewunesana KeaMannNN Mau MNMNSNNS MENNUNNaNNAN KLngaNSNN 

PL aa oo2mowonowe»ese2eweKeLaneenn Karna anne emamaanann aka 

Mengingat Sea kebamaa mms Ls s01saN Aa Mens esa as 

DI, essen nama osn naa sa 

Memperhatikan $——..oooooooooooooooroooooooooomomocirvemeisesarsesak 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

KESATU Naa maa ama ama masam ras 

KEDUA Ama aa sama 

Ditetapkan di............. 

pada tanggal............... 



Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Dasar 

Kepada 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

SURAT IZIN 

NOMOR 1 ceusesera 

TENTANG 

necococococeococerecenecosooooocococococooocooocooooomococoococ. 

c. dan seterusnya 

MEMBERI IZIN 

sococeocococececececenesanesanconavesocococecenanacoocococococooocuoocacocenoceonunauca. 

s0ococococecooenoooe0c0ocecoon0coceconeococeonove0erosooneseneeupenangoesennaenononeeeononoae 

@0coocooococococococooocococo#c(@cocoococooocococococonsasssasssannanassaasanaansasasanasanaaa 

ccoomooocoocoorooooocoococooccoccoccococcasasussussasssssssssusssasssanusasanaansasasasasanana 

Nama Jabatan, 

Nama 

Pangkat/ Golongan 
NIP 



15. Lembaran Daerah 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

LEMBARAN DAERAH 

Nomor ...... Tahun ............ Setia. Nomor 

Nomor : Lo... 

s.ccoccocococococococecanecucoseosaasasuaresanunasoan 

soocoeucecenusencungusoresesunanuuuasesasesenseresasesunususansasesunuasasasaKunauuasasuangangunaana 

CecococovesereroarereneneragerrasasesaevanaraonasaserunanasusesranasssarasosasKagaraKanananKanerununanana 

soc.cccocococcoococococooocoocomcocccococccocrrarununuusuansassasananusnnanasanenaKassasaunagansananauuanana an 

ocococorcoooco.cocccrcorrruunusanunan 

Sekretaris Daerah ........... 

Nama 

aa 



16. Berita Daerah 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Nomor ...... Tahun ......... Seri 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR/ KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR 

An ES 

INULILUI . .oooococooooorerneenunenooroco 

coco ooccococooroocoococomanaussnsanununusuussasusunuananuunasaensanunanususansuananausonununa 

"ecocevenuoneKananerunnsanesasucasusanunuKenosansorenuseronunecenganesuseounananaruananuanKanaaasanusunnanana 

socococoonanccoorcananununanassnannsssasangsanunasasasanuuasasananguaaunanananannsasaanananananananannaanaan 

soccocococoocenocococaceraenananasesosonsanorneousasusesarsosacocsenusasesusanugesasnaanasssananusanansanan 

...ccooccoorccrrunuusuua Dn ndangkan dalam lembaran daerah 

Sekretaris Daerah............ 5 

Nama 

| g gn wi 

8 



17. Rekomendasi 

BUPATI BARITO TIMUR 

REKOMENDASI eeescewacawe is 

TE oem sauna 

a. Dasar ea ENAK BKM ea EN BERNADA 

b. Menimbang $ ooomoowooooooooooo.oococoomsekan aman 

Bupati Barito Tinut soo. , memberikan rekomendasi kepada : 

a.  Nama/Obyek Nee Aam Ia Mai MK Ka 

bh. Jabatan/Tempot/Identitas 5 ..oooooooomooocimeseret bemekna 

soocooecucecroososoorosanangaenusanaauunserenanengusansseLanunangngannasnu sunan nacopaasons0ugaananuaoaanaanan 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



18. Radiogram 

BUPATI BARITO TIMUR 
FORMULIR BERITA 

Registrasi No: ........... 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 

DARI 2 nowovwnenend De Peer Te NAME NKA Mana ENN SNSNR IN Ana SN MANTRA 

TEMBUSAN 5: enencatenenananananananannnnnnnnannnn 

KLARIFIKASI SEGERA 

Nomor $anatanannaanaananaananana 

PEMAHAMAN NN NNENOAKKA A PONAKAN N DANA MAMA £ SNN AMA KENARI EN KMA 

PERNAH RNENNANA MEREKAM AMAN ENNAMN KEREN SANA ANEUK HERAN SAI SU TTK DUA 

ARATIK ———sesewan sewesnnseaeeRewaKNN Aeesameenena KanNNeNANNNanennannNn 

SANA MAAN ANA ENANNAANG 8 TANAMAN SANA SNP TTK KMA 

BBB TIK moveon seen makna ska 

SN KBS AAN BEAN NN AKIK ARTA NN TTK KMA 

CCC TTK DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan.... 

No Waktu Lalu Paraf 

Ko da Terima | Kirim Lintas | Operator 

Pengirim 

Nama 

Tanda Tangan 
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21. Piagam Penghargaan 

BUPATI BARITO TIMUR 

PIAGAM PENGHARGAAN 
NOMOF » Le... 

BUPATI BARITO TIMUR Dengan ini memberikan penghargaan kepada : 

Nama 

Tempat/Tanggal lahir 

NIP/NRP 

Jabatan 

Instansi 

soconecocococacocesesssasesasusesananassasnsasKannanasanangasanasasasonnesanganganonoasaanoKosococenannaaKanaao 

secoo0ococoocococooooooooococoooocoooooocooo”occooooocooocooooococooccococacoKcrsansasssasasasasgasasusasssgaaa 

seccocooooocooocooccooooocococoooooooocooocooooococooococococeoceocenusconooncosansaooa 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Barito Timur, 

Nama 



II. KOP 
A. Kop Naskah Dinas Jabatan 

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan : 
a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf 12, dan ditempatkan 
di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan 
Penetapan. 

b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di 

bawahnya bertuliskan Kelapa Derah atau Wakil Bupati, dengan 
huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang 
dilengkapi dengan Nama kabupaten/kota dan Nama provinsi, 
nomor telepon, nomor facsimile, laman, pos-el, dan kode pos 

dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di 
bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas 
Pengaturan dan Penetapan. 

c. Dalam hal naskah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 
Nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat 
Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama 
Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas 
secara simetris. 

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati Barito Timur 

BUPATI BARITO TIMUR 

Jalan Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73611 

Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id, 
Pos-el: setda@baritotimurkab.go.id 

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Wakil Bupati Barito Timur 

WAKIL BUPATI BARITO TIMUR 

e
n
e
n
g
 

» 



PENOMORAN NASKAH DINAS 
1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskas Dinas pengaturan 

(peraturan perundang-undangan): 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 
NOMOR ...... /-...TAHUN ....... 

TENTANG 
secooosos00000ococococococococscannarsangesasesassssseorecocanusanananaoenana 

2. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan 
(keputusan) : 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR 
NOMOR ...... Jis TAHUN sesaaia 

TENTANG 
snococerenceeseoonoenoesagasoroseasanoseosasosonsssaseonsaunnganonanacoooan 

3. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan: 
SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR 000.8/2000 

Keterangan : 

000.8 : Kode Klasifikasi (Organisasi dan Tata Laksana) 

4. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi 
intern (nota dinas): 

Nomor : 190/000.8.3.3 

Keterangan : 

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender 

000.8.3.3 : Kode Klasifikasi (Standar Operasional Prosedur) 

5. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi 
ekstern (surat dinas): 

R/01/800.1.10 

Kategori klasifikasi keamanan yang 

Bersifat Rahasia 

v 

Nomor Urut Naskah Dinas L/
 

—» Kode klasifikasi (Pengawasan dan 
pengendalian) 

6. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas Khusus: 

000.8.3/2000 

Keterangan: 

000.8.3 : Kode Klasifikasi (Ketatalaksanaan) 
2000 : Nomor Urut Surat 
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Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Barito Timur 

KABUPATEN BARITO TIMUR 

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 
a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan Nama 

Pemerintah Daerah dan Tulisan Nama Perangkat Daerah adalah 
3:4 menggunakan huruf Arial. 

b. Penulisan Nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold). 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. Jend. A. Yani No. 24, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611 
Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id, 

Pos-el: setda@baritotimurkab.go.id 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 
KECAMATAN DUSUN TIMUR 

Jalan......Nomor.....Alamat.....Kode Pos.....Telepon.... 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

DINAS PENDIDIKAN 

SD NEGERI 1 TAMIANG LAYANG 
Jalan......Nomor.....Alamat.....Kode Pos..... Telepon... 



HI. Stempel Naskah Dinas 

A. Bentuk/Ukuran stempel. 
Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkuran berisi Nama jabatan, 
Nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara 
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran : 

Is 

a. 

tb. 

Cc. 

ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 
cm, 
ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 
3,8 cm, dan 

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 

Nama Jabatan 

“5 | 

2 
tot b Lambang Negara 

Ten ee ee b Nama Pemenntah Daerah 

Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi Nama 
Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/kota, Nama Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan 

pembatas tanda bintang, dengan ukuran : 
l, 

2. 

3. 

ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah 
adalah 4 cm, 

ukuran garis tengah lingkuran tengah stempel Perangkat 
Daerah adalah 3,8 cm, dan 

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat 
Daerah adalah 2,7 cm. 

P Pemerintah Daerah Provinsi ' Kabupaten: Kota Peer R At NT AN TON NA TN 

Beta ai b Logo Dnerah 

Be aa 4 Sama Perangkat Daerah 

Ia be ta H Nama Pemenntah Dwerah 
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3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan 
umum daerah berbentuk lingkaran berisi Nama Pemerintah 
Daerah, Nama Perangkat Daerah, Nama Pemerintah Daerah, Nama 
Perangkat Daerah dan Nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau 

badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, 
dengan ukuran : 
1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 
cm, 

2) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 
teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 
cm. 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 
teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 
cm. 

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas. 
Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan 
tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas 
Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat 

keamanan pada Salinan harus dengan warna yang sama dengan 

warna stempel asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk 
persegi Panjang, berukuran Panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi 

Tulisan “Sangat Rahasia” dan “Rahasia”. 

SANGAT RAHASIA RAHASIA 

5. Ketentuan Stempel. 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 

Bupati. 

b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 
adalah Kepala Perangkat Daerah, kepala Lembaga leainnya, 
dan kepala unit pelaksana teknis dinas. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang 
membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat 

Daerah. 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanngung jawab penggunaan 
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang 
membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat 
Daerah. 

e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. 

YEN MERANOEKANANETLALar - 



f. 'Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab 
atas pengadaan stempel. 

6. Pengaman Stempel. 
a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia. 
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode 

pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah. 

IV. Amplop 
A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan 

B. Bentuk dan susunan Naskah Dinas Perangkat Daerah 

V. Map 

1) Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas jabatan Bupati. 

— - —55—1 - Pe —— 

| | 
"30 cp 

MOHON TANDA TANGAN 

2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan 
Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi. 
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3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah 

| | i 

| | 
| | l PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 
| PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PENDIDIKAN 

SEKRETARIAT DAERAH | 

! BAGIAN ORGANISASI 

! 

| Jai: Nom Alamat....... Koi 
| Telepon......... Faksimil 
| Laman........ .Pos 
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VI. Paraf 

1. Paraf hierarki 

Contoh paraf hierarki 

PARAF HIERARKI 

KEPALA PERANGKAT DAERAH /JPT 

PRATAMA 

KABAG/ADMINISTRATOR/JF 

KASUBAG / PENGAWAS/JF 

PELAKSANA 

2. Paraf koordinasi 

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Dst 

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 
1. Kewenangan Penandatangan 

a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar 
instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/ keputusan/arahan 

berada pada Bupati. 

b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat 
kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada 
Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Peringkat 
Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan. 

Cc. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas 
dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya 

dilaksanakan sebagai berikut. 
1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan 

penandatangan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan 
operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan 
kerja di instansi masing-masing. 

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat 
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenangan dan 

penandatanganan Naskah Dinas yang berkait dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. 

3) Kewenangan penandatangan Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
a) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangai oleh 

JENIS NASKAH YANG DAPAT | 
JABATAN DITANDATANGANI | 
BUPATI peraturan daerah, 

peraturan Bupati, 

keputusan bupati, 

instruksi, 

surat edaran, 
surat dins: 

surat keterangan, surat izin: Semua 

surat perjanjian: ' 
surat perintah, p
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Surat perintah, 

surat tugas, 

surat kuasa: 

.surat undangan, 
. Surat 5 

M
E
N
 

Sn
Ca

N 

surat panggilan, 
nota dinas: 

pengumuman: 

laporan, 
rekomendasi: 

. radiogram, 
berita acara: 

. MEMO, 

NAN 
piagam, 

sertifikat: dan 

N
a
n
 

ga
 
n
a
n
a
 

pelatihan 

pernyataan 

lembar disposisi, 

surat tanda tamat 

melaksanakan 

Pendidikan dan 

bh) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati 
dalam Jabatan dan atas nama Bupati 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI 
WAKIL BUPATI | a. surat dinas: a. surat edaran, 

b. surat keterangan, b. surat dinas: 

c. surat perintah, Cc. surat keterangan, 
d. surat izin: d. surat perintah, 

e. surat perintah, e. surat izin, 

f. surat tugas, f. surat tugas, 
g. surat pernyataan |g. surat pernyataan 

melaksanakan melaksanakan 

tugas, tugas, 

h. nota dinas, h. nota dinas, 

i. lembar disposisi, i. lembar disposisi, 
i. laporan: Ii. pengimuman: 

k. rekomendasi, k. radiogram, 

1. memo l. berita acara, 

m. piagam, 
n. sertifikat 

c) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dalam Jabatan dan atas nama Bupati 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI 
SEKRETARIS a. surat dinas, a. keputusan, 
DAERAH b. surat keterangan, | b. surat edaran, 

Cc. surat perintah, Cc. surat dinas: 

d. surat izin, d. surat keterangan, 

2 Brat tusas: e. surat zin, 

f. surat perjanjian, |f. surat perintah, 
g. surat perjalanan | g. surat tugas, 

Dinas, h. surat perjanjian, 
h. surat kuasa, i. surat undangan, 

i. surat undangan, li. surat pernyataan 
j-. surat pernyataan melaksanakan 

melaksanakan 
tugas, 



nota dinas, 

. lembar disposisi 

telaahan staf, 

pengumuman, 
laporan, 

rekomendasi: 

surat pengantar, 

lembar daerah: 

berita daerah: 

berita acara, 

notula, 

. memo: 

x. daftar hadir, dan 

y. sertifikat. 
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. 
, 

m.pengumuman, 
. radiogram, 
berita acara, 

piagam, 

sertifikat, dan 

surat tanda 
tamat pendidikan 
dan pelatihan 

5
0
p
o
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d) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten dalam 
Jabatan dan atas nama Sekretaris Daerah 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI 

ASISTEN a. nota dinas: a. surat dinas: 

b. lembar disposisi, | b. surat keterangan, 

c. telaahan staf, Cc. surat perintah, 
d. laporan, d. surat tugas, 
e. surat pengantar, | e. surat perjalanan 
f. notula: dan dinas: 

g. memo. f. surat undangan, 

g. surat panggilan, 

h. nota dinas: 

i. laporan, 
jJ- surat pengantar,dan 
k. daftar hadir. 

e) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah dalam Jabatan dan atas nama Bupati 

JABATAN DALAM ATAS NAMA KETERANGA 
JABATAN BUPATI N 

KEPALA a. surat dinas, a. Keputusan, a. Menandata 
PERANGK | b. surat keterangan, b. surat edaran, ngangani 

AT Cc. surat perintah, c. surat dinas, Naskah 

DAERAH | d.surat izin, d. surat Dinas 

e. surat perjanjian, keterangan, dalam 
f. surat tugas, e. surat bentuk 
g. surat perjalanan perintah, susunan 

dinas, f. surat produk 

h. surat kuasa, undangan, hukum 
i. surat undangan, g. sertifikat, dan Keputusan 
j- surat pernyataan | h. pengumuman. Bupati 

melaksanakan berupa 
tugas, penetapan 

k. surat panggilan, dan 
l. nota dinas, pengatura 

m. nota: n teknis 

n. pengajuan konsep, operasiona 
Oo. naskah dinas, PM mama Na. fan, «substansi . 



p. lembar disposisi, instansi. 

g. telaahan staf, b. Penandata 
r. pengumuman, nganan 
s. laporan, Naskah 
t. rekomendasi, Dinas oleh 

u. berita acara, Kepala 

v. memo, Perangkat 

w.daftar hadir: Daerah 

x. sertifikat. atas Nama 

Bupati 
berupa 
surat 

edaran 

hanya 
terkait 

pengatura 

n teknis 

operasiona 
1 substansi 

instansi. 

c. Untuk 

Setwan 

dapat 
menanda 

tangani 
semua 
naskah 

dinas 

sesuai 

dengan 
kewenanga 
n Kepala 
Perangkat 

Daerah 

kecuali 

sertfikat. 
d. Khusus 

untuk 

Kepala 

Perangkat 

Daerah 

yang 
membidan 

gi urusan 
pendidikan 

dan 

pelatihan 
juga dapat 
menandata 

ngani 
radiogram, 
piagam, 

surat 

tanda 

tamat 

pendidikan 
dan 

pelatihan 
atas nama 



f) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian pada 

Sekretratiat Daerah dalam Jabatan dan atas nama Sekretaris 
Daerah 

ATAS NAMA 
JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA BAGIAN | a.surat dinas, a. surat dinas, 

PADA b.surat keterangan, b. surat keterangan, 
SEKRETARIAT | c.surat perintah, c. surat perintah, 

DAERAH d.surat izin, d. surat undangan, 
e. surat perjanjian, e. sertifikat, 
f. surat tugas, f. pengumuman, 

g.surat perjalanan 

dinas: 

h. surat kuasa: 

i. surat undangan, 
j.surat pernyataan 
melaksanakan tugas, 

k.surat panggilan, 
I. nota dinas: 

m. lembar 
disposisi, 

n. telaahan staf, 
Oo. pengumuman, 
p. laporan, 

g. rekomendasi, 
r. berita acara, 

s. memo, 
t. daftar hadir, 

u. sertifikat. 

g) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat 
Daerah dalam Jabatan dan atas nama Kepala Perangkat Daerah 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DAERAH 

SEKRETARIS a. surat dinas: a. surat dinas: 

PERANGKAT b. surat keterangan, | b. surat keterangan, 

DAERAH Cc. surat perintah, C. surat perintah, 

d. surat kuasa: d. surat undangan, 

e. surat undangan, e. nota dinas: 

f. nota dinas, f. laporan, 

g. lembar disposisi, |g. daftar hadir. 
h. telaahan staf: 

i. laporan, 

j. memo, dan 
k. daftar hadir. 
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h) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bidang 
dalam Jabatan dan atas nama Kepala Perangkat Daerah 

ATAS NAMA 
DALAM KEPALA 

JABATAN JABATAN PERANGKAT KETERANGAN 

DAERAH 

KEPALA | a. surat perintah, |a. surat dinas, Penandatanganan 
BIDANG | b. nota dinas: b. surat surat dinas untuk 

c. lembar keterangan, komunikasi 
disposisi, Cc. surat perintah, | eksternal 

d. telaahan staf: d. nota dinas, dan | diutamakan 

e. laporan, dan e. daftar hadir. untuk dilakukan 

f. daftar hadir. oleh Sekretaris 

Perangkat 

Daerah. 

i) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Daerah dalam Jabatan dan atas nama Kepala Perangkat 
Daerah 

ATAS NAMA KEPALA 

lembar disposisi, 

telaahan staf, 

pengumuman, 

. laporan, 

rekomendasi, 

berita acara, 

memo, dan 

daftar hadir, O
v
O
p
y
 
P
T
P
 

JABATAN DALAM JABATAN DINAS/BADAN 

KEPALA UNIT a. surat dinas, a. surat dinas, 
PELAKSANA b. surat perintah, b. surat keterangan, 

TEKNIS DINAS C. surat tugas, Cc. surat perintah, 
d. surat perjalanan | d. nota dinas, 

dinas: e. berita acara, 

e. surat kuasa, f. daftar hadir: 

f. surat undnagan, |g. instruksi, dan 
g. surat pernyataan | h. surat edaran. 

melaksanakan 

tugas, 

surat panggilan, 
nota dinas, 



J)) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat dalam Jabatan 
dan atas nama Bupati 

JABATAN 
DALAM 

JABATAN 

ATAS NAMA 

KEPALA 

PERANGKAT 
DAERAH 

KETERANGAN 

CAMAT 

e
g
o
 

A
O
 

A
O
 

0
D
 

g
e
 

t
T
u
H
O
B
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. surat dinas, 

. surat keterangan, 

surat perintah, 

. surat izin: 

surat perjanjian, 
surat tugas, 

. Surat perjalanan 
dinas: 

. surat kuasa, 

surat undangan, 

surat pernyataan 

melaksanakan 

tugas, 

. Surat panggilan, 

nota dinas, 

lembar 

disposisi, 
.telaahan staf: 

. pengumuman, 

. laporan, 
. rekomendasi, 

berita acara: 

. memo, 

daftar hadir. 

a. keputusan, 
dan 

b. surat edaran. 

Naskah dinas 
keputusan yang 
ditandatangani 
camat atas 

Nama bupati 

hanya untuk 
keputusan RT 
dan RW. 
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k) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Subbagian /Kepala 
Subbidang/Kepala Seksi dalam Jabatan dan atas nama Kepala 
Bagian/Kepala Bidang 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN DINAS /BADAN 

KEPALA UNIT a. nota dinas, a. surat perintah, 

PELAKSANA TEKNIS 
DINAS 

b. telaahan staf: dan 

c. laporan. 
b. nota dinas, dan 

c. daftar hadir. 

1) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Lurah dalam Jabatan dan atas 
nama Camat 

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT 

LURAH a. nota dins, 

b. telaahan staf: dan 

c. laporan. 

surat dinas, 

surat keterangan, 
surat perintah, 

surat undangan, 
surat panggilan. O

O
P
 

m) Jenis Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana dalam Jabatan 

JABATAN 
PELAKSANA 

DALAM JABATAN 

a. nota dinas, 

b. telaahan staf: dan 

c. laporan. 

2. Pelimpahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas Nama, yang disingkat a.n, dipergunakan jika yang berwenang 

menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di 

bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut : 

1). Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus 

untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang 

sifatnya administrasi, 

2). Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan, 

3). Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas 

berada pada pejabat yang diatasnamakan. 

Contoh : 

Penggunaan Untuk Beliau (u.b) 

Untuk beliau, yang disingkat u.b, digunakan jika yang diberi kuasa 

memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk 

beliau (u.b) digunakan setelah ada atas Nama (a.n). Pelimpahan 

kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk 

beliau, (u.b) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di 

bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai 
SERA NA 

berikut: 1 Te Pa Pa 
SIARAN UMR MBA NY 



1). Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya, | 

2). Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya, 

3). Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat 

pengganti, dan 

4). Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

Contoh : 

Plt. Bagian Organisasi, 

(tanda tangan) 

Nama 

Jabatan 

NIP 

a.n. Bupati Barito Timur 

Sekretaris Daerah, 

u.b. 

Kepala Bagian Organisasi, 

(tanda tangan) 

Nama 

Pangkat 
NIP 

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (PIt.) 

1) Plt. Bupati. 

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah dinas. 

Plt. Bupati Barito Timur, 

(tanda tangan) 

Nama 

2) Pit. Jabatan Struktural 

Plt. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 

Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas 

Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya. 

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah dinas. 



d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.) 

1) Pilih. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas. 

Plh. Bupati Barito Timur, 

(tanda tangan) 

Nama 

2) Plh. Jabatan Struktural 

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan 

Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat 

definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat 

strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek 

organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah 

dinas. 

Plh. Kepala Bagian Organisasi, 

(tanda tangan) 

Nama 

Pangkat 
NIP 

e. Penggunaan Pejabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. Dalam penandatanganan naskah dinas. 

Pj. Bupati Barito Timur, 

(tanda tangan) 

Nama 



f. Penggunaan Pejabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. Dalam penandatanganan naskah dinas 

Pjs. Bupati Barito Timur, 

(tanda tangan) 

Nama 

Pj. Bupati Barito Timur, 

Indra Gunawan 


